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STATUS HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA

Wisnu Aryo Dewanto’

Abstract

A rule of international law is regarded as non-self-executing in the Indonesian legal
system. [t means the international legal norm does not have legal binding force in the domestic
courts of Indonesia without an implementing legislation. Indonesia is a dualist country vis-
a-vis the relation of international law and national law. In regard with the implementation of
rules af international law into the Indonesian courts, Indonesia follows the transformation
theory where the rules of international law must be transposed into national laws to have
them enforced. Therefore, it is the supremacy of national law over international law before

the domestic courts.

Kata Kunci:
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A. Pendahuluan

[ndonesia banyak mengalami per-
ubahan dalam
nasional sejak jatuhnya rezim Socharto.
Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 atau
UUD 1945 yang selama in1 dianggap sebagai

sistem ketatanegaraan

Konstitusi yang “sacred”™ telah mengalami
empat kali perubahan. Perubahan pertama
dilakukan pada bulan Oktober 1999, kedua
di bulan Agustus 2000, dilanjutkan dengan
perubahan ketiga pada bulan November
2001 dan kemudian perubahan keempat
pada bulan Agustus 2002.°

Pada era Soeharto, presiden memiliki

kekuasaan yang sangat besar karena
presiden pada saat itu juga dianggap sebagai
“the Chief Executive of State”, dimana
segala urusan administraiif, kekuasaan dan
tanggungjawab berada di pundak seorang
presiden.’ Sebelum ada perubahan UUD
1945,

panglima tertinggi atas angkatan darat,

presiden Indonesia merupakan
angkatan laut dan angkatan udara.® Selain
itu, presiden juga dapat membuat pernyataan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian
lain,?

dengan negara dan menyatakan
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